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ABSTRAK 

Hurun Sajidah Almumtazah. 1223050064. Penegakan Hukum Terhadap Tindak  

Pidana Pemerasan melalui Platform Chat Seksual Berdasarkan Undang-

Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  

Pemerasan melalui platform chat seksual merupakan salah satu bentuk 
kekerasan seksual berbasis elektronik yang berkembang seiring meningkatnya 
penggunaan teknologi komunikasi digital. Tindak pidana ini dilakukan dengan 
ancaman penyebaran informasi, foto, video, atau dokumen elektronik bermuatan 

pribadi dan/atau seksual untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual telah memberikan dasar hukum yang lebih tegas, praktik penegakan 

hukumnya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam aspek pembuktian 
elektronik, identifikasi pelaku, perlindungan korban, dan efektivitas koordinasi antar 
aparat penegak hukum. Atas dasar itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga 
persoalan, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan 

melalui platform chat seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual, apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, 
dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pemerasan melalui platform chat seksual.   
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan 

UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) mengetahui kendala dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual; 
dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pemerasan melalui platform chat seksual.   

Untuk menganalisis permasalahan kekerasan seksual melalui flatform digital, 

penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto sebagai pisau analisis guna membedah pengaruh faktor hukum, penegak 

hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan terhadap efektivitas hukum di  

lapangan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif-analitis. Sumber data yg digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini 
terdiri dari sumber hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber hukum 

tersier.   
Hasil penelitian menunjukkan: 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pemerasan melalui platform chat seksual pada dasarnya telah memiliki dasar normatif 
yang cukup kuat melalui Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, serta 
dukungan sistem pembuktian elektronik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya 

optimal dalam praktik; 2) kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan 
pembuktian digital, keterbatasan kemampuan aparat dalam forensik digital, sulitnya 
melacak pelaku yang menggunakan akun anonim, lemahnya koordinasi antarlembaga, 

serta rendahnya keberanian korban untuk melapor karena rasa takut, malu, dan stigma 
sosial; dan 3) upaya penegakan hukum yang diperlukan meliputi penguatan regulasi, 
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antarlembaga dan 
dengan platform digital, optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban, serta 

peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif.   


